
BUPATI CIANJUR

PROV-INSI JAWA BARAT

PtrRATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG

PENGGUNAAN DANA PENDAPATAN YANG BERSUMBER
DARI JASA LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN CIANJUR

DENGAN }iAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

tsUPATI CIANJUR, :

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kinerja
pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat
Kabupaten Cianjur dalam penyelenggaraan pralrtik
bisnis yang sehat dan transparan diperlukan
pengelolaan dana pendapatan yarilg bersrrmber dari
jasa layanan;

b. bahwa dengan ditetapkannya ,Unit Pelaksana Teloris
Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten
Cianjr:r sebagai unit kerja yang menerapkan Pola
Pengelolaam Keuangan Badasr. Layanan Umum Daerah,
per{u mengahrr tentang penggunaan dana pendapatan
yang bersumber dari jasa pelayanan pada Badan
I"ayanan Umrrm Daeratr tlnit Pelaksana Telaris Dinas
Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cianjur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peratura.n Bupati tentang Penggunaan
Dana Pend.apatan yang Bersumber dari Jasa Layanan
pada tsadan l.ayanan Umum Daerah Unit Pelaksana
Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten
Cianjur;



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten tfa.lam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 34l'
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Furwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaterr Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang L7 Tahun 2OO3 tentang Kerrangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2CIO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
InConesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Unclang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaO$;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang
Kesehatan (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OAg Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-L/ndang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemeintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagairnana telah diubah beberapakali teral<hir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubaha.n Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nonror 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lemberran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012,
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2OOS tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol2 t{omor 171-, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 53a0);

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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8. Peraturan Femerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Ndgara
Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a5'/81;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lem.baran Negara Republik Indonesia Nomor a585);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Pembinaa.n dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2OO5 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor a593);

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Stanclar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor t23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165)

12. Peratura.n Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2A06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pen gelolaan Keuangan Daerah;

13. Peratr,tran l\{enteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2OO7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umurn;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2Ol4
tentang Pedclrnan Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ot4 Nomor 87al;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor O2 Tahun
2OOT tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2OOT
Nomor 02 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun
2015 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Cia.njur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun
2OLS Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATI.IRq.N BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA
PENDAP,qTA-I{ YA}IG BERSUMBER DARI JASA LAYANAN t

PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UMT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KABUPATEN CIANJUR,
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini ya.ng dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
4. Dinas Kesehatan Kabr.lpaten Cianjur yang selanjutnya disebut Dinas

adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur yang
bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
bidang kesehatan di Kabupaten Cianjur.

5. Kepala Dinas adalah Kepa-la Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
6. Badan Layanan Umum Da.erah yang selanjutnya disingkat BLUD

adalah perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah di
iingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau
jasa yang dijual tanpa mengutarnakan mencari keuntungan, dan
dalam melakukan kegiaiannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.

7. Poia Pengelolaan Keuan.gan Badan Layanan Umum Daerah yang
selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan
yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan
praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum
dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sepanjang pengecualian dari
ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang
selanjutnya disebut IJPTD Ptrskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis
Dinas Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur yang
menerapkan Pola Fengeiolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah.

9. Kepala UPTD Puskesmas adalah Pirrrpinan BLUD Puskesmas di
Iingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

10. Upaya Kesehatan Masvarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah
setiap kegiatan untuk rnemelihara dan meningkatkan kesehatan serta
mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan
sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.

1l.Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP
adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan
kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan,
penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit
dan memulihkan kesehetan perseorangan.

12. Pendapatan BLUD Fuskesmas adalah semua penerimaan dalam .

bentuk Kas dan tagihan UPTD Puskesmas yang menambah ekuitas
dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu
dibayar kembali.
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13. Jasa Layanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan
atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka obsertasi,
diagnosis, pengcrbatarr, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau
pelayanan lainnya.

14. Jasa Pelayanan adalah irnbalan yang diterirna pelaksana pelayanan
atas jasa yang diberikan kepada pasien/pengguna layanan dalam
rangka observasi, diagnosis, pengobata.n, perawatan, rehabilitasi
medis dan pelayanan kesehatan lainnya.

BAB II

PENDAPATAN

Pasal 2

(1) Pendapatan UPTD Puskesmas bersumber dari:
a. Jasa Layanan;
b. Hibah;
c. Hasil kerjasama dengn pihak lain;
d. APBD;
e. APBN; dan
f. Lain-lain pendapatan yang sah.

(21 Pendapatan UPTD Puskesmas yarlg bersumber dari jasa layanan
berupa imbalan yang diperoleh dari jasa pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat termasuk pendapatan kapitasi dan nonkapitasi
dari BPJS;

(3) Pendapatan dari hibah:
a. Hibah tidak terikat;
b. Hibah terikat.

(4) Pendapatan dari hasil kerjasama dengan pihak lain:
a. perorangan;
b. institusi.

(5) Pendapatan dari APBD.

(6) Pendapatan dari APBI{ berupa pendapatan yang berasal dari
pemerintah dalarn rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau
tugas pembantuan dan lain-lain.

(7) Lain-lain pendapatan yang sah.

BAB III

ALOKASI JASA LAYANAN

Pasal 3

Besaran alokasi penggunaan dana Pendapatan yang bersumber dari Jasa
Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a,
ditetapkan sebagai berikut:
a. 6OVo (enam puluh persen) untuk pembayaran jasa pelayanan; .

b. 4OYo (ernpat puluh persen) untuk dukungan biaya operasional jasa
kesehatan.
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BAB IV

PENGGUNAAN DANA JASA LAYANAN

Pasal 4

(1) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
dimanfaatkan untrrk pembayaran jasa pelayanan bag, tenaga
kesehatan dan tenaga nonkesehatan yang melakukan pelayanan.

(2\ Ketentuan dan hesaran penggunaan jasa peLayanan ssfagaiman
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1) Biaya <iperasional sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
terdiri atas:
a. biaya pelayanan; dan
b. biaya umun"r d.an a.dministrasi.

(2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
merupakan seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung
dengan kegiatan pelayanan meliputi:
a. biaya pegawai;
b. biaya bahan;
c. biaya barang dan jasa; dan
d. biaya pelaya.nan lain-lain.

(3) Biaya umum dan administrasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, mempakan seluruh biaya operasional yang tidak
berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan meliputi:
a. biaya pegawai;
b. biaya adrninistrasi kantor;
c. biaya barang dan jasa; dan
d. biaya umum dan administrasi lain-lain.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlakr,r pada tanggal diundangkan. Agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 3L Desember 2015

BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR.SOLEH
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pada tanggal 31 pesember 2015

KABUPATEN CIANJUR,

QIN

A DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2OI5 NOMOR 47

Diundangkan di Cianjur

KT


